Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia by Ekayanti, R. (Rika)
138
Magister Hukum Udayana •  Me 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TERKAIT 
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Oleh:
Rika Ekayanti1
ABSTRACT
The discussion in this thesis raised regarding Legal Protection against Justice 
Collaborator in the handling of corruption in Indonesia. The objectives of this study are 
to be analyzed with both forms of regulation and identify the type of protection provided 
by the laws of the State of Indonesia justice collaborator and determine the accuracy of 
the strength of the evidential value of the testimony in the trial of a justice collaborator, 
by analyzing the legal provisions in the legislation other law relating to witnesses. This 
type of research is used in a scientific journal this is the kind of normative legal research, 
because there is disharmony norm based research in the form of a legal vacuum regarding 
the setting justice collaborator in formal laws and regulations in Indonesia, as well as the 
legal ambiguities in the text of the legislation on Article 10 paragraph (2) Law No.. 13 of 
2006 on the Protection of Witnesses and Victims of the justice collaborator testimony that can 
be used as consideration to give the judge for leniency. Having regard to the development 
of the current law that requires courage and willingness of law enforcement in combating 
corruption as an extraordinary crime, it is necessary to break the law through the use of an 
instrument justice collaborator.
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Korups mash merupakan 
permasalahan serus yang dalam oleh 
Negara berkembang termasuk Indonesa, 
korups sudah merebak d segala bdang dan 
sektor kehdupan masyarakat secara meluas, 
sstemats dan terorgansr dengan akbat 
pada tmbulnya krss ekonom, rusaknya 
sstem hukum dan menghambat jalannya 
pemerntahan yang bersh dan demokrats. 
Penjelasan UU RI No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tndak Pdana 
Korups dan Penjelasan UU RI No. 30 Tahun 
2002 tentang Koms Pemberantasan Tndak 
Pdana Korups telah menyatakan korups 
sebaga kejahatan luar basa (extraordinary 
crime)  sehngga pemberantasannya juga 
dperlukan usaha yang luar basa, salah 
satunya melalu terobosan hukum dengan 
penggunaan nstrument justice collaborator.
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Peran justice collaborator atau saks 
pelaku yang bekerjasama, menurut Fausto 
Zuccarell  dawal dengan munculnya 
“pentiti” (mafia yang bertobat)  pada Tahun 
1930-an d Itala, KUHP Itala saat tu 
mengatur adanya kekebalan dar hukuman 
jka pelaku memperbak kerusakan yang 
dakbatkan perbuatan pdananya melalu 
bekerjasama dengan phak berwenang dalam 
kasus-kasus konspras poltk atau yang 
berhubungan dengan kegatan gangster.2  
Perkembangannya kemudan Negara 
sepert Amerka Serkat, Australa, Belanda, 
dan Albana memberkan perhatan akan 
pentngnya perlndungan saks whistle blower 
dan justice collaborator guna memperoleh 
kesaksan yang akan mengungkap kejahatan 
secara tuntas, dengan mengakomodr aturan 
perlndungan whistle blower dan justice 
collaborator yang komprehensf dalam 
suatu bentuk peraturan perundang-undangan 
forml yakn Undang-Undang. 
 Fenomena justice collaborator d 
Indonesa mulanya mengemuka dar peran 
Agus Condro Praytno mengungkap kasus 
traveler cheque pemlhan Deput Senor 
Gubernur Bank Indonesa, Mranda Swaray 
Gultom yang melbatkan 31 Anggota Koms 
IX DPR Perode 1999-2004, penetapan Agus 
C. Praytno sebaga justice collaborator oleh 
KPK ddasar pertmbangan dalam Peraturan 
Bersama Tahun 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 
2011, sebaga berkut : Pertama, Perannya 
sebaga pelaku korups bekerjasama 
memberkan nformas yang faktual, terbukt 
dar kesaksannya yang dpergunakan sebaga 
alat bukt oleh Pengadlan Tndak Pdana 
Korups; Kedua, Kooperatf dalam menjalan 
seluruh proses penegakan hukum kasusnya, 
serta tdak pernah melarkan dr; Ketga, 
Mengaku dengan tegas telah melakukan 
korups; dan Keempat, Statusnya sebaga 
justice collaborator secara resm daku 
eksstensnya oleh Lembaga Perlndungan 
Saks dan Korban. Reward yang dterma 
oleh Agus C. Praytno kemudan adalah 
KPK memberkan tuntutan terendah dantara 
para terdakwa,  Hakm memberkan vons 
terngan, Kementeran Hukum dan HAM 
memndahkan Agus C. Praytno ke Lembaga 
Pemasyarakatan yang berlokas ddekat 
rumah tempat tnggalnya, serta memberkan 
semua hak pengurangan hukumannya 
termasuk asmlas dan pembebasan bersyarat. 
Pada kasus berkutnya justice collaborator 
sepert Mndo Rosalna Manulang, Sukotjo 
Bambang telah dberkan penghargaan pada 
Tahun 2012 berupa rems tambahan dan 
pembebasan bersyarat. Tahun 2013 Kosash 
Abbas, terpdana kasus korups Solar Home 
System d Kementeran Energ dan Sumber 
Daya Mneral telah merah penghargaan 
pertama Senara justice collaborator dsusul 
Vncentus Amn Sutanto terpdana kasus 
penggelapan pajak mendapat penghargaan 
serupa,  sehngga keduanya menerma 
pembebasan bersyarat. Lebh lanjut, Hakm 
Agung Dr. Artdjo Alkostar, Prof. Dr. 
Surya Djaya, dan Sr  Murwahyun dalam 
2 Fausto Zuccarell, 2011, Vice Chief Prosecutor’s 
Office attached to the court of Naples, Italy, Handling 
and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice 
in Italy, International Seminar and Focus Group 
Discussion The Protection of Whistleblowers as 
Justice collaborators, Jakarta, July 19-20th.
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Putusan bernomor No. 920K/Pd.Sus/2013, 
menjatuhkan vons rngan bag Thomas 
Claudus Al Junad, justice collaborator  
dalam kasus Narkotka. Dengan demkan 
sesungguhnya pengaturan justice 
collaborator mula dterma dalam praktk 
hukum pdana  Indonesa, meskpun tdak 
memlk payung hukum yang tegas sehngga 
dkhawatrkan akan menmbulkan dspartas 
bag penerapan hukum kedepannya.
Pengaturan mengena justice 
collaborator selama n datur secara 
bervaras, lmtatf  dan tersebar dberbaga 
ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 
ayat (2)  UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlndungan Saks dan Korban (UU PSK), 
merupakan landasan penggunaan peran 
justice collaborator d Indonesa  secara 
lmtatf, yang berbuny :
 “(2) Seorang saks yang juga 
tersangka dalam kasus yang 
sama tdak dapat dbebaskan dar 
tuntutan pdana apabla a ternyata 
terbukt secara sah dan meyaknkan 
bersalah, tetap kesaksannya dapat 
djadkan pertmbangan hakm dalam 
merngankan pdana.”
Pengaturan justice collaborator yang 
lebh komprehensf justru terdapat dalam 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 
2011 tentang Perlakuan bag Pelapor Tndak 
Pdana (Whistleblower) dan Saks Pelaku 
yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) 
ddalam Perkara Tndak Pdana Tertentu – 
tanggal 10 Agustus 2011 (SEMA 2011) ; serta 
ddalam Peraturan Bersama antara Menter 
Hukum dan Hak Asas Manusa RI, Jaksa 
Agung RI, Kepala Kepolsan Negara RI, 
Koms Pemberantasan Korups RI, Ketua 
Lembaga Perlndungan Saks dan Korban 
RI tentang Perlndungan bag Pelapor, Saks 
Pelapor dan Saks Pelaku yang Bekerjasama 
– tanggal 14 Desember 2011 (PB 2011). 
 Kelemahan pengaturan yang 
demkan mengakbatkan pelaksanaan 
pemberan perlndungan justice collaborator 
menjad tdak mperatf atau hmbauan saja 
bag para penegak hukum, karena SEMA 
2011 dan PB  2011 tdak tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan forml 
pada Pasal 7 UU RI No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, selan karena bersfat nternal 
mengkat nstans yang bersangkutan 
juga ddalamnya tdak memuat sanks, 
terlebh terhadap keberlakuan SEMA yang 
merupakan surat dnas belaka.
Dengan demkan sesungguhnya 
terdapat kekosongan peraturan hukum 
(leemten in het recht) dalam pengaturan 
mengena eksstens dar justice collaborator 
meskpun dalam praktk peradlan pdana 
peran justice collaborator signifikan 
dgunakan dalam pembuktan perkara 
pdana. 
Penggunaan kesaksan justice 
collaborator dss lan juga mash datur 
secara kabur (vague van normen), perumusan 
Pasal 10 Ayat (2) UU PSK tdak menjelaskan 
krtera keterangan dar justice collaborator 
yang dapat djadkan pertmbangan oleh 
hakm untuk merngankan hukumannya, 
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terlebh apabla melhat ketentuan pada Pasal 
189 Ayat (3) KUHAP dmana keterangan 
terdakwa hanya berlaku untuk drnya 
sendr, serta Pendapat Nyoman Serkat 
Putra Jaya menegaskan kesamaan saks 
justice collaborator dengan saks mahkota 
yang datur dalam Pasal 200 RUU KUHAP 
apabla melhat pengalaman yang lalu dalam 
Yursprudens Perkara Marsnah kesaksan 
saks mahkota rentan mengalam penolakan 
hakm. 
Kekosongan dan kekaburan 
norma hukum dalam pengaturan justice 
collaborator mengakbatkan pelaksanaan 
perlndungan hukumnya menjad kacau, 
mengngat  justice collaborator yang akan 
bersaks dpersdangan berada dalam poss 
yang rskan atas keselamatan nyawanya, 
maka dperlukan adanya nterpretas atau 
penafsran hukum sebaga salah satu 
metode penemuan hukum yang memberkan 
penjelasan terhadap teks undang-undang 
agar ruang lngkup kaedah dapat dtetapkan 
sehubungan dengan perstwa tertentu. 
Terlepas dar kontrovers terhadapnya, 
justice collaborator memlk peran yang 
strategs bag pemberantasan korups secara 
tuntas. 
Berdasarkan pada uraan latar 
belakang tersebut datas, dapat drumuskan 
permasalahan yang dangkat dalam tulsan 
n yatu : Apakah telah terdapat pengaturan 
dan perlndungan hukum bag Justice 
Collaborator tndak pdana korups menurut 
hukum postf d Indonesa?
dan Apakah  kesaksan seorang 
justice collaborator memlk kekuatan 
nla pembuktan yang akurat dalam 
persdangan?
II. ISI MAKALAH
2.1 Metode Penulisan :
Penulsan makalah n, menggunakan 
metode peneltan yurds normatf dengan 
jens pendekatan peraturan perundang-
undangan dan konseptual terkat dengan 
masalah yang dbahas. Sumber bahan 
hukum menggunakan bahan hukum prmer, 
sekunder dan terser  melalu stud dokumen 
(library research) terhadap bahan hukum 
yang dperoleh dar peraturan perundang-
undangan, buku-buku, kamus hukum dan 
dokumen yang terkat  justice collaborator.
2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN
2.2.1 Tinjauan Umum tentang 
Perlindungan Hukum, Justice 
Collaborator dan Tindak Pidana 
Korupsi
Phlpus M. Hadjon menyatakan 
perlndungan Hukum adalah perlndungan 
akan harkat martabat, serta pengakuan 
terhadap hak-hak asas manusa yang dmlk 
oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 
hukum dar kesewenangan.3  
 Konvens PBB Ant Korups Tahun 
2003 (United Nation Convention Against 
Corruption)  pada Pasal 37 memberkan 
stlah yang pemaknaannya sama dengan 
justice collaborator sebaga “an accused 
3 Hadjon,Phlpus, M., 1987 , Perlindungan Hukum 
Bagi Rakyat Indonesia, Bna Ilmu, Surabaya, h. 37.
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person who provides substantial cooperation 
in the investigation or prosecution” yatu 
tersangka/terdakwa yang memberkan 
kerjasama dalam tngkat penyeldkan atau 
penuntutan. Konvens PBB Ant Kejahatan 
Transnasonal yang Terorgansas (United 
Nation Convention Against Transnational 
Organized Crimes 2000) pada Pasal 26 
juga mengstlahkan justice collaborator 
dengan “an accused person who provides 
substantial cooperation in the investigation 
or prosecution”.
Pengertan d atas pada dasarnya 
sejalan dengan pengertan menurut Council 
of Europe Committee of Minister,4 bahwa 
yang dmaksud dengan collaborator of 
justice adalah Seseorang yang juga berperan 
sebaga pelaku tndak pdana, atau secara 
meyaknkan adalah merupakan bagan 
dar tndak pdana yang dlakukan secara 
bersama-sama atau kejahatan terorgansr 
dalam segala bentuknya, atau merupakan 
bagan dar kejahatan terorgansr, namun 
yang bersangkutan berseda untuk 
bekerjasama dengan aparat penegak hukum 
untuk memberkan kesaksan mengena suatu 
tndak pdana yang dlakukan bersama-sama 
atau terorgansr, atau mengena berbaga 
bentuk tndak pdana yang terkat dengan 
kejahatan terorgansr maupun kejahatan 
serus lannya.
 Istlah tndak pdana merupakan 
salnan dar stlah “strafbaar feit” yang 
maknanya telah dsamakan, sehngga sama 
halnya dengan stlah lan sepert perstwa 
pdana. Menurut Smons pengertan 
strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) 
yang dancam dengan pdana yang bersfat 
melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dlakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab.
Pengertan atau asal kata korups 
menurut Focema Andreae  dalam And 
Hamzah, kata korups berasal dar bahasa 
latn corruptio atau cor-ruptus (Webster 
Student Dictionary;1960), yang selanjutnya 
dsebutkan bahwa coruptio tu berasal dar 
kata asal corrumpere, suatu kata dalam bahasa 
latn yang lebh tua. Dar bahasa latn tulah 
turun kebanyak bahasa Eropa sepert dalam 
Bahasa Inggrs yatu corruption, corrupt; 
dalam Bahasa Perancs yatu corruption, dan 
Bahasa Belanda, yatu corruptie (korruptie), 
dapat atau patut dduga stlah korups 
berasal dar bahasa Belanda dan menjad 
bahasa Indonesa, yatu “korups”.5
Piers Beirne and James Messerchmidt 
6menjelaskan mengena empat tpe perbuatan 
korups tersebut, yakn:
1. Political beribery adalah kekuasaan 
d bdang legslatve sebaga badan 
pembentuk undang-undang, yang secara 
polts badan tersebut dkendalkan 
4 Semendawa, Abdul Hars, Penanganan dan 
Perlindungan ‘Justice Collaborator’ dalam Sistem 
HukumPidana di Indonesia, dakses dar http://
www.elsam.or.d/downloads/1308812895_
penanganan_dan_perlndungan__justce_
collaborator_.pdf dakses pada Kams, 19Jun 
2014
5 And Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi 
Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 
Rahagrafindo Persada, Jakarta, h.4-6. 
6 Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi-Implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Snar 
Grafika, Jakarta, h. 18.
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oleh suatu kepentngan karena dana 
yang dkeluarkan pada masa pemlhan 
umum serng berhubungan dengan 
aktifitas perusahaan tertentu yang 
bertndak sebaga penyandang dana. 
Dmana ndvdu pengusaha sebaga 
pemlk perusahaan berharap agar 
anggota parlemen yang telah dber 
dukungan dana pada saat pemlhan 
umum dan yang kn duduk sebaga 
anggota parlemen dapat membuat 
peraturan perundang-undangan yang 
menguntungkan usaha atau bsns 
mereka.
2. Political kickback  adalah kegatan 
korups yang berkatan dengan system 
kontrak pekerjaan borongan, antara 
pejabat pelaksana atau pejabat terkat 
dengan pengusaha, yang memberkan 
kesempatan atau peluang untuk 
mendapatkan banyak uang bag kedua 
belah phak.
3. Election fraud adalah korups yang 
berkatan langsung dengan kecurangan-
kecurangan dalam pelaksanan pemlhan 
umum, bak yang dlakukan oleh calon 
penguasa/anggota parlemen ataupun 
oleh lembaga pelaksana pemlhan 
umum. 
4. Corrupt campaign practice adalah 
korups yang berkatan dengan kegatan 
kempanye dengan menggunakan 
fasltas Negara dan juga bahkan 
penggunaan uang Negara oleh calon 
penguasa yang saat tu memegang 
kekuasaan.
2.2.2 Pengaturan dan Perlindungan 
Hukum bagi Justice Collaborator 
menurut Hukum Positif di 
Indonesia
 
Negara Indonesa merupakan 
Negara hukum yang memberkan jamnan 
perlndungan hukum bag saks, tersangka, 
terdakwa maupun narapdana dalam hukum 
pdana materl dan forml Indonesa yang 
berkonsepkan due process of law. Terkat 
dengan perlndungan hukum terhadap justice 
collaborator, Her Tahr7 mengemukakan 
proses hukum yang adl pada hakkatnya 
merupakan roh dar sstem peradlan pdana 
tu sendr yang dtanda dengan adanya 
perlndungan terhadap hak-hak tersangka dan 
terdakwa, dalam hal n justice collaborator. 
Pengaturan mengena perlndungan 
saks mash tersebar dalam beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengena saks yang mash berlaku bak 
sebelum dan sesudah adanya Konvens 
UNCATOC Tahun 2000 dan UNCAC Tahun 
2003.  Tidak adanya definisi formil mengenai 
justice collaborator, dmana KUHAP dan 
UU PSK sama-sama tdak mengatur secara 
sepsifik mengenai jenis atau pembagian saksi 
dan pemaknaan justice collaborator, namun 
kenyataannya dalam praktk hukum pdana 
telah dkenal sebutan justice collaborator.
Terhadap kekosongan hukum 
mengena justice collaborator yang demkan 
maka dgunakan metode penalaran hukum 
7 Her Tahr, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, cetakan 
pertama, LaksBang PRESSndo, Yogyakarta., h.7
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Argumentum Per Analogian (Analog), 
maka peraturan perundang-undangan yang 
ruang lngkupnya terlalu sempt akan coba 
dperluas, dmana perstwa yang serupa, 
sejens atau mrp dengan yang datur 
dalam undang-undang akan dperlakukan 
sama. Beberapa pengaturan yang memuat 
mengena perlndungan hukum bag  justice 
collaborator dalam hukum postf d 
Indonesa teridentifikasi sebagai berikut:
1.     KUHAP
KUHAP tdak membag penggolongan 
saks dan derajat perlndungan yang dberkan 
kepada saks tersebut, selan tu KUHAP juga 
tidak signifikan memberikan perlindungan 
hukum terhadap saks, namun perlndungan 
hukum terhadap justice collaborator dengan 
statusnya  sebaga tersangka dan terdakwa 
telah dakomodr sebagamana datur dalam 
Pasal 50-55, 57-65 KUHAP. 
2.   UU RI No. 31 Tahun 1999 
sebagaimana diubah dan ditambah 
dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Pasal 41 dan 42 UU Tpkor tdak 
mengatur secara spesifik perlindungan 
hukum bag justice collaborator, hanya 
terdapat perlndungan terhadap hak dan peran 
masyarakat dalam upaya pemberantasan 
tndak pdana korups. Apabla dtafsrkan 
secara kontekstual Justice collaborator 
sebaga warga Negara dan anggota masyarakat 
berhak untuk memberkan nformas terkat 
terjadnya tndak pdana korups dengan 
demkan Justice collaborator berhak pula 
mendapatkan jamnan perlndungan atas 
nformas yang dberkannya.
3.  UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban 
(UU PSK)
UU PSK  tidak membagi secara spesifik 
jens saks namun justice collaborator 
terkategor sebaga saks menurut pasal 1 Ayat 
(1) UU n, dan telah dberkan perlndungan 
sejak tahapan penyeldkan dmula. Telah 
datur dalam UU n bentuk perlndungan yang 
akan dberkan kepada justice collaborator, 
dan cara pemberan kesaksan tanpa hadr, 
secara tertuls atau melalu sarana elektronk 
dengan menuangkannya kedalam Perjanjan 
Perlndungan LPSK terhadap saks/korban 
sesua ketentuan yang berlaku.
Kelemahan yang nampak dalam UU 
PSK adalah ambgutas buny Pasal 10 
Ayat (2) mengena penggunaan keterangan 
saks justice collaborator dan penamaannya 
sebaga “saks yang juga tersangka”. Menurut 
Sald Isra penamaan tersebut menmbulkan 
permasalahan dalam penerapannya sepert 
dalam kasus Susno Duadj, a yang awalnya 
sebaga saks whistle blower yang dbebaskan 
dar penuntutan pdana oleh Pasal 10 Ayat (1) 
UU PSK apabla dkemudan har menjad 
tersangka maka perlndungan hukumnya 
dcabut dan harus dpdana sebaga justice 
collaborator.
4. Keputusan Presiden RI No. 174 
Tahun 1999 tentang Remisi
Kebjakan hukum d Indonesa, 
mengharuskan justice collaborator tetap 
akan dpdana apabla terbukt bersalah, 
meskpun demkan sesua dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, a tetap 
memperoleh perlndungan hukum sepert 
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keamanan dan pemenuhan atas hak-haknya, 
termasuk pemberan rems. Keppres n 
masih belum spesifik mengatur pemberian 
rems sebaga reward bag justice 
collaborator. dan prosedur apa saja yang a 
lakukan untuk mendapatkan rems tersebut. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, 
sangat beralasan apabla justice collaborator 
dberkan reward khusus terkat pemdanaan 
yang tertuang secara forml peraturan.
5. Perpres  RI No. 55 Tahun 
2012 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan Pemberantasan Korupi 
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 
dan Jangka Menengah Tahun 2012-
2014
Sudarto menyatakan penal policy 
dapat dartkan sebaga usaha mewujudkan 
peraturan perundang-undangan pdana 
yang sesua dengan keadaan dan stuas 
pada suatu waktu dan untuk masa-masa 
yang akan datang. Keberadaan Perpres 
sebaga dokumen yang memuat vs, ms, 
sasaran, strateg dan fokus kegatan prortas 
pencegahan dan pemberantasan korups telah 
memberkan gambaran kebjakan hukum 
pdana akan pentngnya pencegahan dan 
pemberantasan korups salah satunya melalu 
pengaplkasan peran justice collaborator 
dalam sstem hukum Indonesa, yatu :
Pertama, Perpres menegaskan 
bahwa bentuk perlndungan hukum justice 
collaborator mengarah pada  UU RI No. 13 
Tahun 2006 Tentang Perlndungan Saks dan 
Korban. 
Kedua, Pada Bab II Lampran Perpres 
dkatakan strateg kebjakan hukum pdana 
adalah mengharmonsas penyusunan 
peraturan perundang-undangan yang tumpang 
tndh dalam rangka mplementas UNCAC 
terkat proses penegakan hukum antara lan 
dengan perlndungan saks dan pelaku yang 
bekerjasama (justice collaborator). 
Ketga, Bab IV Lampran Perpres 
menyebut prant ant korups dalam 
mengmplementaskan Stranas Pencegahan 
dan Pemberantasan Korups salah satunya 
adalah perlndungan bag whistle blower dan 
justice collaborator. 
Pada Perpres n penggunaan stlah 
justice collaborator telah baku dpergunakan, 
sehngga termuat dalam peraturan perundang-
undangan forml.
6.  PP RI No. 71 Tahun 2000 tentang 
Tatacara Pelaksanaan Peran 
serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
Pasal 5 PP n menyebutkan Setap 
orang, Organsas Masyarakat, atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat sebagamana 
dmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas 
perlndungan hukum bak mengena status 
hukum maupun rasa aman. Perlndungan 
terhadap status hukum dberkan kepada 
pelapor tndak pdana (whistle blower) 
saja, sedangkan justice collaborator tdak 
disinggung secara spesifik. Dengan demikian 
reward kepada justice collaborator mash 
datur secara kabur. Lebh lanjut  Pasal 7 
PP memberkan penghargaan kepada Setap 
orang, Organsas Masyarakat, Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang telah berjasa 
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dalam usaha membantu upaya pencegahan 
atau pemberantasan tndak pdana korups 
berupa pagam atau prem.
 Permasalahan yang mengemuka 
ddalam pengaturan Pasal 5 ayat (2) PP, 
dmana perlndungan status hukum tdak 
dberkan apabla dar hasl penyeldkan 
atau penydkan terdapat bukt yang cukup 
yang memperkuat keterlbatan pelapor dalam 
tndak pdana yang dlaporkan, sehngga 
ketentuan tersebut dapat mengancam status 
hukum saks atau pelapor. 
7.   Peraturan  Bersama Tahun 2011 
(PB 2011)
PB 2011 menyebut justice 
collaborator dengan stlah saks pelaku 
yang bekerjasama.  
Peraturan Bersama Menter merupakan 
bentuk tertuls, bersfat pengaturan dan ber-
laku umum akan tetap secara kewenangan, 
Menter tdak tepat mengeluarkan Peraturan 
Bersama karena karena tdak ada atrbus 
ataupun delegas dar peraturan perundang-
undangan.
  Peraturan Bersama, walaupun 
demkan tetap dgunakan dalam praktk 
tata Negara mengngat adanya kekosongan 
hukum khususnya  yang mengatur mengena 
perlndungan hukum dan perlakuan bag 
justice collaborator dalam Pasal 10 Ayat (2) 
UU PSK.
PB n mengatur syarat untuk 
mendapatkan perlndungan sebaga Saks 
Pelaku yang Bekerjasama : 
“a. Tndak pdana yang akan dungkap 
merupakan tndak pdana serus dan/
atau terorgansr; 
b. Memberkan keterangan yang 
signifikan, relevan dan andal untuk 
mengungkap suatu tndak pdana 
serus dan/atau terorgansr; 
c.  Bukan pelaku utama dalam tndak pdana 
yang akan dungkapnya; 
d.  Kesedaan mengembalkan sejumlah 
aset yang dperolehnya dar tndak 
pdana yang bersangkutan, hal mana 
dnyatakan dalam pernyataan tertuls; 
dan 
e.  Adanya ancaman yang nyata atau 
kekhawatran akan adanya ancaman, 
tekanan, baik secara fisik maupun 
psks terhadap saks pelaku yang 
bekerjasama atau keluarganya apabla 
tndak pdana tersebut dungkap 
menurut keadaan yang sebenarnya.”
PB 2011 menjamn justice collaborator 
akan memperoleh perlindungan fisik, psikis, 
dan hukum sebagamana datur dalam UU 
yang berlaku; penanganan secara khusus 
dalam hal pemsahan tempat penahanan, 
pemberkasan perkara yang terpsah, 
penundaan penuntutan, penundaan proses 
hukum dan memberkan kesaksan ddepan 
persdangan tanpa menunjukkan wajah/
denttasnya; serta pemberan penghargaan 
dalam hal kernganan tuntutan hukum 
termasuk hukuman percobaan, pemberan 
rems tambahan dan hak narapdana lan.  
PB juga mengatur mekansme/tatacara 
pengajuan perlndungan justice collaborator 
melalu rekomendas penegak hukum dalam 
setap tahapan penanganan perkara kepada 
LPSK. Pemberan perlndungan dapat 
dbatalkan karena hal-hal tertentu.
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 Meskpun cukup komprehensf 
namun PB 2011 ddalamnya tdak memuat 
sanks pdana apabla lembaga atau 
kementeran dan koms ddalamnya tdak 
menaat prosedur pemberan perlndungan 
hukum bag  justice collaborator sehngga 
daya kat dar pemberlakuan Peraturan 
Bersama n mash lemah.
8. SEMA No. 4 Tahun 2011 (SEMA 
2011)
Permendagr No. 55 Tahun 2010 
Pasal 1 butr 43 menjelaskan bahwa Surat 
Edaran adalah Naskah dnas yang bers 
pembertahuan, penjelasan, dan/atau 
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu 
yang danggap pentng dan mendesak. 
SEMA 2011 merupakan surat dnas yang 
dterbtkan oleh Mahkamah Agung Republk 
Indonesa tanggal 10 Agustus 2011 untuk 
dedarkan ke lngkup nternal MA, sehngga 
keberlakuannya pun tdak dapat dpaksakan, 
dan dkhawatrkan menmbulkan dspartas 
penerapan hukum kedepannya. 
SEMA 2011 menentukan seorang 
terdakwa dapat djadkan justice 
collaborator:
“1.  Yang bersangkutan merupakan salah 
satu pelaku tndak pdana tertentu 
sebagamana dmaksud dalam SEMA;
2. Telah mengaku kejahatan yang 
dlakukannya;
3. Bukan pelaku utama dalam kejahatan 
tersebut;
4. Memberkan keterangan sebaga saks 
ddalam proses peradlan.”
SEMA menentukan agar putusan bag 
justice collaborator dapat dber kernganan 
maka Jaksa dalam Surat tuntutannya 
harus menyatakan terdakwa adalah justice 
collaborator. Sehngga Hakm dapat 
menentukan pdana yang akan djatuhkan 
yatu pdana percobaan bersyarat khusus 
dan/atau menjatuhkan pdana berupa pdana 
penjara palng rngan dantara terdakwa 
lannya yang terbukt bersalah.
 Teor kebjakan hukum pdana (penal 
policy) dan Teor Harmonsas Hukum 
tersebut esensnya bersnerg dan berkorelas 
dengan makna dan tujuan dar Teor Hukum 
Progresf dar Satjpto Rahardjo bahwa nt 
dan makna tujuan Teor Hukum Progresf 
dmana hukum selalu dtuntut untuk progress 
atau maju dan berwawasan kedepan termasuk 
manusanya atau hukum untuk manusa 
bukan sebalknya manusa untuk dperalat 
hukum. 
 Untuk kemajuan perkembangan 
hukum manusa (dalam hal n legslator, 
penegak hukum, pemerntah /eksekutf 
serta yudkatf)  harus memlk terobosan,  
dalam mengaplkaskan hukum tu sendr. 
Manusa dan produk  yang ddalamnya 
mencptakan substans hukum(peraturan 
perundang-undangan) harus pula progress 
dalam mengatas kekosongan hukum, hal 
mana yang belum ada agar dgagas dan 
dwujudkan sepert halnya keberadaan justice 
collaborator dan apa yang belum lengkap 
hendaknya drevs, dkonstruks aturannya 
msalnya keberadaan justice collaborator.
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2.2.3 Kekuatan Pembuktian dari 
Kesaksian Seorang Justice 
Collaborator
Kesamaan konseps antara justice 
collaborator dan saks mahkota yang 
menampakkan latar belakang kesamaan 
hal yang mendasar munculnya peran 
keduanya yatu atas kesultan penegak 
hukum mencar alat bukt guna mendukung 
pembuktan perkara korups yang dlakukan 
secara terorgansr/bersama-sama, sehngga 
serngkal berkas perkara yang ada dsplitsing 
jka ngn menggunakan kesaksan kesaksan 
dar terdakwa lannya. Pemerksaan sepert 
n dbenarkan oleh Mahkamah Agung RI 
dengan Putusan MA RI Nomor 66K/Kr/1967 
tanggal 25 Oktober 1967.   
 Keakuratan keterangan saks 
yang demkan jka melhat kepada Teor 
Pembuktan yang danut sstem peradlan 
pdana Indonesa dalam pasal 183 KUHAP 
yatu Teor Pembuktan berdasarkan Undang-
Undang secara Negatf (Negatief Wettelijke 
Bewijstheorie) adalah dapat dpergunakan 
oleh hakm, guna memperjelas kekaburan 
norma pada Pasal 10 Ayat (2) UU PSK 
asalkan memenuh persyaratan keabsahan 
alat bukt dan memperoleh keyaknan hakm, 
sebagamana dtentukan dalam KUHAP :
-  hadr dpersdangan dalam memberkan 
kesaksan;
-  pemberan kesaksan tersebut harus 
dsumpah;
-  keterangannya sesua dengan 
keterangan saks lannya atau alat bukt 
yang lan; 
-  keterangannya mengena perstwa 
pdana yang dlhat, ddengar dan 
dalam oleh justice collaborator 
sendr dar sumbernya; dan
-  keterangan saks tersebut merupakan 
tambahan dsampng mnmal alat 
bukt yang lan guna mengantspas 
dtolaknya keterangan justice 
collaborator oleh terdakwa.
III. PENUTUP
1.  Simpulan
1. Pengaturan  dan Perlndungan 
Hukum justice collaborator tndak 
pdana korups menurut hukum 
postf d Indonesa mash terdapat 
kekosongan norma hukum, selama 
n pengaturan perlndungan hukum 
justice collaborator tergabung dan 
tersebar ddalam beberapa ketentuan 
perundang-undangan forml tentang 
saks dan tndak pdana korups, 
sedangkan peraturan khusus mengena 
eksstens dan perlndungan hukum 
justice collaborator datur sebatas 
pada SEMA Tahun 2011 dan PB 
Tahun 2011 sehngga perlndungan 
hukum yang dberkan terhadap justice 
collaborator belum dberkan secara 
maksmal dan pelaksanaannya  tdak 
mengkat.
2. Kekuatan pembuktan dar kesaksan 
seorang justice collaborator 
dalam persdangan meskpun 
perumusannya mash kabur ddalam 
Pasal 10 Ayat (2) UU PSK dmana 
keterangan justice collaborator 
dapat djadkan pertmbangan untuk 
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merngankan hukumannya oleh 
hakm, namun dengan menafsrkan 
norma ddalam KUHAP keterangan 
justice collaborator dapat djadkan 
pertmbangan oleh hakm dan akurat 
sepanjang memenuh persyaratan 
guna memperoleh keyaknan hakm, 
dsampng bahwa dengan tkad bak 
a harus hadr dpersdangan dengan 
memberkan kesaksan.
2.  Saran
1.  Hendaknya pengaturan dan 
perlndungan hukum terhadap justice 
collaborator tndak pdana korups 
dpertegas termasuk ddalamnya 
datur mengena pemberan reward 
bag justice collaborator yang 
berhasl mengungkap tndak pdana 
korupsi secara signifikan, dalam hal 
n Pembentuk Undang-Undang agar 
mengubah UU RI No. 13 Tahun 
2006 tentang Perlndungan Saks dan 
Korban secara parsal atau seutuhnya 
yang menyangkut ketentuan saks 
pelaku yang bekerjasama dengan 
memperhatkan harmonsas 
pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan lannya .
2.   Hendaknya Pembentuk Undang-
Undang mempertegas ketentuan 
mengena krtera kesaksan 
justice collaborator yang dapat 
menjad pertmbangan hakm untuk 
merngankan pdananya kedalam revs 
UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang 
Perlndungan Saks dan Korban . 
DAFTAR PUSTAKA
And Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi 
Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional, Rahagrafindo Persada, 
Jakarta
Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi-
Implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-
IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta
Fausto Zuccarell, 2011, Vice Chief 
Prosecutor’s Office attached to the 
court of Naples, Italy, Handling and 
Protecting Witnesses and Collaborators 
of Justice in Italy, International 
Seminar and Focus Group Discussion 
The Protection of Whistleblowers as 
Justice collaborators, Jakarta, July 
19-20th. 
Hadjon,Phlpus, M., 1987 , Perlindungan 
Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bna 
Ilmu, Surabaya
Her Tahr, 2010, Proses Hukum yang Adil 
Dalam Sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia, cetakan pertama, LaksBang 
PRESSndo, Yogyakarta. 
Semendawa, Abdul Hars, Penanganan dan 
Perlindungan ‘Justice Collaborator’ 
dalam Sistem HukumPidana di 
Indonesia, dakses dar http://www.
elsam.or.d/downloads/1308812895_
penanganan_dan_perlndungan__
justce_collaborator_.pdf dakses pada 
Kams, 19Jun 2014
Vol. 4, No. 1 : 138 - 149
